DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aflanie I, dkk. 2017, llmu Kedokteran Forensik & Medikolegal: Aspek Etik
Medikolegal Pelayanan Medis dan Malpraktik Medis, Rajawali Pers,
Jakarta.

Astuti, EK 2009, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di
Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dellyana, Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogjakarta.

Hadjon, PM 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina
Ilmu, Surabaya.

Hanafiah, MJ 2016, Penanganan Pasien Gawat Darurat, Y. Joko Suyono
(Editor), Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta.

Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Martokusumo, S 1999, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.

Raharjo, S 2004, Sosiologi Hukum Masyarakat Perkembangan Metode dan
Pilihan Masalah, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rasyidi, L 1988, Filsafah Hukum, Remadja Karya, Bandung.

Salim HS, Nurbani, ES 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis
dan Disertasi: Teori Perlindungan Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta.

Setiono, 2004, Role of Law (Supermasi Hukum), Megister limu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sidharta, A 2013, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,
Teori Hukum dan Filsafah Hukum, Rafika Aditama, Bandung.

Soekanto, S 2013, Faktor-Fakto yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
RajaGrafindo, Jakarta.

81

UNI VERSI TAS BUNG HATTA



B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menrteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Kedokteran.

Peraturan Menterei Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menrteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik
Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Kegawatdaruratan.

KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan
Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

C. Sumber Lain

Ardah Y, 2015, Kumpulan Teori Efektivitas,
http://yunitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-
efektivitas.html

Herkutanto, 2007, “Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat Darurat®, Majalah
Kedokteran Indonesia, Volum 57, Nomor 2 Februari 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan.html.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/dokter.html

Limantara R, dkk. 2015, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya
Angka Kematian di IGD Rumah Sakit”, Jurnal Kedokteran Brawijaya

82

UNI VERSI TAS BUNG HATTA


http://yunitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html
http://yunitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html
https://kbbi.web.id/perlindungan.html
http://kbbi.web.id/dokter.html

Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya, Volume 28, Nomor 2.

Mangkey, MD 2014, “Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam
Pemberian Pelayanan Medis”, Lex et Societatis, Volume 11, Nomor 8
September-November 2014.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia, Magister lImu Hukum Program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret, Surakarta.

Pendewal, 2018, Informed Consent, dalam
https://dptdokhukes.wordpress.com/2018/05/19/informed-
consent/#more-15

Pengurus Besar lkatan Dokter Indonesia, 2012, Kode Etik Kedokteran
Indonesia, Jakarta.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2017, Panduan Praktik Klinis Bagi
Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Jakarta.

Riyanto, S 2009, Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan
Negara terhadap Perlindungan Pengungsi Internasional. Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sunggu, ACO 2016, “Perlindungan Hukum bagi Dokter pada Pelayanan
Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab
Sjahranie Samarinda”, Jurnal Idea Hukum Megister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume Il, Nomor 1, Edisi
Maret 2016.

Trisnadi, S 2016, “Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Menyelesaikan
Sengketa Medis”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Jilid 45, Nomor 2
April 2016.

2017, “Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam
Menyelesaikan Sengketa Medis”, Jurnal Pembaharuan Hukum,
Volume IV, Nomor 1 Januari-April 2017.

Widati T, dkk. 2017, “Perlindungan Hukum bagi Pasien Kegawatdaruratan
BPJS dengan Diagnosa di Luar Daftar Diagnosa Gawat Darurat di

RSUD Kabupaten Sukuharjo”. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS,
Volume V, Nomor 2 Juli-Desember 2017.

83

UNI VERSI TAS BUNG HATTA


https://dptdokhukes.wordpress.com/2018/05/19/informed-consent/#more-15
https://dptdokhukes.wordpress.com/2018/05/19/informed-consent/#more-15

	DAFTAR ISI
	BAB II
	DAFTAR PUSTAKA
	A. Buku
	B. Peraturan Perundangan-Undangan
	C. Sumber Lain

